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ABSTRAK

E-government adalah bentuk inovasi media komunikasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Namun faktanya terdapat permasalahan yaitu kurangnya kesiapan pemerintah dalam menyambut teknologi mengakibatkan masyarakat sulit mendapatkan pelayanan. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan memahami konsep pelayanan komunikasi dan e-government serta dapat menganalisis pelayanan komunikasi e-government di Surabaya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dan studi literature. Hasil penelitian yaitu tingkat kematangan layanan e-government Pemerintah Surabaya telah mencapai level tertinggi dalam dimensi PeGI (Pengukuran Electronic Government Indonesia) sebagai media komunikasi antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan pelaku bisnis. Kesimpulannya yaitu tingkat kesiapan e-government Surabaya sebagai layanan komunikasi antara G2G, G2C, G2B telah tercapai.
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ABSTRACT
E-government is a form of local government communication media innovation to improve the performance of public services. However, in fact there is a problem, namely the lack of government readiness in welcoming technology, making it difficult for people to get services. The purpose of this research is to know and understand the concept of communication and e-government services and to be able to analyze e-government communication services in Surabaya. The method used is descriptive analysis method and literature study. The results of the research are that the maturity level of the Surabaya Government's e-government services has reached the highest level in the dimensions of PeGI (Measurement of Electronic Government Indonesia) as a communication media between the Government and the Government, the Government and the Community, the Government and business actors. The conclusion is that the level of readiness of Surabaya's e-government as a communication service between G2G, G2C, G2B has been achieved.
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PENDAHULUAN
Fenomena pergeseran media komunikasi kearah IoT (Internet of Things) sebagai model komunikasi yang harus disikapi positif oleh Pemda untuk berinovasi meningkatkan performance organisatin management and public service improvement. Dalam teori media baru yang digambarkan sebagai (1) disentralisasi; (2) dua arah; (3) diluar kendali situasi; (4) demokratisasi; (5) mengangkat kesadaran individu; (6) orientasi individu (W. Littlejohn & A. Foss, Teori Komunikasi: Theori of Human Communication, 2009).
Menurut Suprapto (2011:6), komunikasi merupakan interaksi antarpribadi yang menggunakan sistem simbol verbal dan nonverbal serta dapat disosialisasikan secara langsung atau melalui media lain.
Ardianto (2011) mendefinisikan komunikasi sebagai aktivitas untuk mengubah perilaku orang lain. Dengan demikian komunikasi dapat sebagai proses, prosedur, simbol, dan transaksi. Jadi kesimpulannya komunikasi adalah suatu proses untuk menyampaikan informasi baik secara lisan maupun tulisan/symbol kepada orang lain.
Menurut Effendy (2004:55) tujuan komunikasi, yaitu: 
1. Mengubah sikap,
2. Mengubah opini,
3. Mengubah perilaku, 
4. Mengubah masyarakat.
Menurut Suprapto (2011: 17), komunikasi antarpersonal adalah proses penyampaian informasi, ide, dan sikap dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan komunikasi massa adalah proses penyampaian informasi, ide, dan sikap kepada banyak orang (menggunakan media massa).
Suprapto (2011:19) mengatakan bahwa komunikasi massa adalah bagian keterampilan, seni, dan ilmu. Keterampilan berarti melibatkan teknik dasar tertentu yang dapat dipelajari. Seni berarti melibatkan tantangan kreatif seperti menulis naskah untuk program televise. Ilmu berarti prinsip cara kerja komunikasi yang dapat diverifikasi dan membuat bekerja lebih baik.
Media massa dapat menumbuhkan bermacam-macam rangsangan (stimulus) sehingga tanggapan audience yang dihasilkannya juga akan berbeda. Ringkasan pemikiran kontemporer tentang pengaruh media massa. Suprapto (2011: 20 - 21), yaitu:
a. Teori Perbedaan-perbedaan Individu 
b. Teori Kategori Sosial 
c. Teori Hubungan Sosial 
d. Teori Norma-norma Budaya
E-governmance adalah bentuk media komunikasi, menurut Marshall McLuhan dalam bukunya “Understanding Media”, menyatakan bahwa media itu “The Extension of Man” (media itu perluasan manusia) (Marshall, 1964). Media dengan jangkauan yang dimilikinya akan meluaskan banyak hal pada diri manusia, menerobos ruang dan waktu (Nurina Aprilia, Fefta Wijaya, & Suryadi, 2014).
Word Bank (2002) mendefinisikan egovernment sebagai sistem TIK yang dijalankan pemerintah untuk penguatan publik, peningkatan pelayanan, pertanggungjawaban, transparansi, efisiensi pemerintah yang dapat mengubah publik, swasta dan/atau lembaga pemerintah lainnya.
Menurut Dennis K. Agboh (2017) Electronic government sebagai penggunaan TIK untuk masyarakat dan bisnis berinteraksi dengan lembaga pemerintah melalui media elektronik.
Budi Rianto (2012:36) E-Government merupakan aplikasi pelaksanaan tugas dan tata laksana pemerintahan menggunakan TIK.
Tujuan pembangunan e-government yaitu:
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.
3. Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan.
4. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi layanan publik serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat;
5. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha;
6. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik;
7. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien, serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah.
8. Karakteristik E-Government dan Good Government.
Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E government berisi tentang instruksi penggunaan e-government di pemerintahan. Kebijakan ini mengharuskan instansi pemerintahan membangun dan menggunakan TI sebagai penunjang kinerja pemerintahan serta meningkatkan pelayanan publik. 
E-Government merupakan contoh implementasi praktek e-business dalam bidang pemerintahan (Ayu Sinta Dewi & Mudjahidin, 2013) sehingga penerapan egovernment di Pemda untuk pertukaran informasi, menyediakan sarana komunikasi layanan masyarakat (G2C), pelaku bisnis (G2B), dan pemerintah (G2G).
Konsep transformasi harus diterapkan, dengan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembuatan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih baik (Safitri, 2013). Surabaya merupakan kota di Indonesia yang telah menerapkan electronic government sehingga dapat meningkatkan kinerja Pemkot dalam komunikasi internal maupun eksternal (Ayu Sinta Dewi & Mudjahidin, 2013).
Beberapa layanan teknologi komunikasi untuk memudahkan komunikasi antar instansi (G2G), komunikasi kepada masyarakat (G2C), dan komunikasi kepada pelaku bisnis (G2B). Surabaya Singgle Window adalah media teknologi komunikasi antara pemerintah Surabaya, masyarakat dan stakeholder yang berdampak pada kemudahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Adanya permasalahan yaitu kurangnya kesiapan pemerintah dalam menyambut teknologi untuk komunikasi G2G, G2C, G2B sehingga masyarakat belum dapat memenuhi kemudahan pelayanan. Selain itu, adanya problem komunikasi antara stakeholder suatu daerah (bisnis) menjadikan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. 
Kementerian/lembaga terkait pelayanan publik harus menjadi aktor utama dalam perubahan kelembagaan yang lebih baik dalam menerjemahkan visi sampai dengan level birokrasi di Pemda (Matdio, 2016).
Hasil survey oleh Ombudsman 2016, menunjukkan adanya praktek maladministrasi, seperti terjadinya pungutan liar dan percaloan, belum sesuainya standar pelayanan yang diterima oleh pengguna layanan (Ombudsman Republik Indonesia, 2016). 
Tujuan penelitan untuk mengetahui seberapa besar kesiapan media komunikasi untuk komunikasi G2G, G2C, G2B. Menurut Harold D.Laswell unsur dari komunikasi massa yaitu sumber, pesan, saluran, penerima dan efek (Dewi, 2012).
Studi komunikasi massa telah memeriksa semua elemen ini – komunikator (siapa); konten media (katakan apa); media (melalui saluran); penonton (kepada siapa); dan efek (dengan efek apa) –tetapi kebanyakan penelitian terkonsentrasi pada dua elemen terakhir, penonton dan efek (J.
Shoemaker & D. Reese, 1996, 1991).




METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif sedangkan kajian yang digunakan yaitu study literature bertujuan untuk mengetahui seberapa kematangan teknologi e-government dapat mengakomodir G2G, G2C, dan G2B.
Penerapan e-government di Surabaya terdapat layanan aplikasi yang berbeda, yang memiliki beberapa interaksi komunikasi yaitu sebagai berikut:
1. Komunikasi dari pemerintah ke pemerintah,
2. Komunikasi dari pemerintah ke masyarakat,
3. Komunikasi dari pemerintah ke pelaku bisnis.
Penulis mengkaji seberapa besar nilai kematangan e-government sebagai media komunikasi governmance to governance (G2G), government to citizens (G2C), government to business (G2B) di Surabaya, dengan menentukan pembobotan atas layanan e-government sebagai media komunikasi G2G, G2C, G2B, serta dengan berpedoman pada Keputusan Walikota Surabaya Nomor:188.45/24/436.1.2/2015 untuk menentukan cakupan SKPD yang akan dilakukan pembobotan. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder dengan cara melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan untuk mendapatkan data pembobotan terhadap tingkat kematangan penerapan e-governmen Pemkot Surabaya.
Pada penelitian ini dikaji bagaimana kesiapan atau tingkat kematangan egovernment sebagai media pelayanan publik, untuk pemenuhan kebutuhan komunikasi G2G, G2C, G2B, sehingga penulis merumuskan alur penelitian sebagai berikut:
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Gambar 1. Alur Penelitian
Hasil dari Riset dan Diskusi
Hasil penelitian bahwa pembobotan tingkat pematangan egovernment dari 72 SKPD dan Kecamatan di Surabaya. Data yang didapatkan berupa :
1. Data kematangan SKPD aspek input per Dimensi PeGI (Pemeringkatan e- Government Indonesia), 
2. Indikator penilaian kematangan SKPD aspek proses per Dimensi PeGI,
3. COBIT dan data kematangan aspek output.
Model pengukuran untuk menghitung tingkat kematangan e-government di Indonesia.
1. Indikator kematangan PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia)
Menurut (Kementrian Komunikasi dan Informatika, 2015) PeGI adalah kegiatan tahunan Kemkominfo dalam mengevaluasi penerapan e-government di Pempus, Provinsi, Kabupaten/Kota secara objektif, komprehensif, mencakup aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan. 
PeGI merupakan kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Kominfo yang melibatkan instansi pemerintah di Indonesia. Kegiatan PeGi ini memanfaatkan TIK oleh pemerintah (Fitriansyah, Budiarto, & Santoso, 2013).
(PeGI) bertujuan untuk :
a. Menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK; 
b. Memberikan dorongan bagi peningkatan pemanfaatan TIK melalui evaluasi yang utuh, seimbang dan objektif;
c. Mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK.
2. Indikator kematangan COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology)
Indikator kematangan COBIT yaitu kerangka kerja yang dikembangkan oleh Information System Audit and Control Association (ISACA) melalui lembaga yang dibentuknya yaitu Information and Technology Governance Institute (ITGI) tahun 1992. COBIT 5 menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk membantu organisasi mencapai tujuannya dan memberikan nilai dan manajemen TI yang efektif (Wahyuni, 2017). 
Penilaian indikator kematangan COBIT :
a. Memenuhi kebutuhan stakeholder.
b. Melingkupi seluruh perusahaan.
c. Menerapkan kerangka tunggal yang terintegrasi.
d. Menggunakan aspek yang menyeluruh. 
e. Pemisahan tata kelola manajemen.
Laksito, Kusrini, & Luthfi (2013) bahwa Control Objectives For Information And Related Technology (COBIT) yaitu dokumentasi best practice untuk TI dalam membantu auditor, manajemen dan pengguna untuk menjembatani gap antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol dan permasalahan teknis.
3. Aspek Output
Aspek output dalam mengukur kematangan e-Government harus diimbangi dengan aspek lain. Pemerintah dalam mencapai tujuan perlu adanya digitalisasi dan proses layanan.
Dalam penelitian ini penulis membatasi wilayah analisa atas kematangan e-government di Surabaya sebagai layanan/media komunikasi G2G, G2C, G2B dengan berpedoman pada Keputusan Walikota Surabaya Nomor:188.45/24/436.1.2/2015, sehingga dari Keputusan Walikota Surabaya Nomor:188.45/24/436.1.2/2015 jelas mengamanahkan semua kendali dan tanggungjawab atas pelayanan informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Kota Surabaya, sehingga relefansi atas pembobotan tingkat kematangan e-governmen Kota Surabaya hanya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.
Tingkat kematangan e-government Pemkot Surabaya mencapai level 4. Sehingga didapatkan hasil kesiapan e-government sebagai layanan komunikasi G2G, G2C, G2B berada pada level 4. Contoh komunikasi dua arah antara G2G, G2C, G2B yaitu aplikasi SSW (Surabaya Singgel Window) untuk melayani proses perijinan yang terpadu, sebagai bentuk layanan media komunikasi G2B (government to bussines).
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Gambar 2. Aplikasi SSW (Surabaya Singgel Windows) sebagai layanan komunikasi G2B
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Gambar 3. Media center sebagai layanan G2C

Layanan komunikasi G2C yaitu layanan media center Surabaya dimana masyarakat (citizen) dapat melakukan komunikasi ke pemerintah (government). Komunikasi dengan media TIK antara pemerintah, masyarakat, swasta bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat, penyampaian layanan, atau efisiensi pemerintah menjadi pelaksanaan e-government di Indonesia.
Media baru digambarkan sebagai (1) disentralisasi; (2) dua arah; (3) diluar kendali situasi; (4) demokratisasi; (5) mengangkat kesadaran individu; (6) orientasi individu (W. Littlejohn & A. Foss, Teori Komunikasi, 2009). 
Teori media baru yang dikemukakan oleh Mark Poster 1990 yang dikutip dalam buku Teori Komunikasi (W. Littlejohn & A. Foss, Teori Komunikasi, 2009) melonggarkan konsep “media” dari komunikasi “massa” hingga media yang sangat luas sampai sangat pribadi.
Menurut Dewi (2012) unsur komunikasi massa adalah sumber, pesan, saluran, dan penerima serta efek. Bentuk interaksi komunikasi media e-government adalah komunikasi antara entitas pemerintah, entitas business dan entitas masyarakat (Triangle Relationship Model among Government, Business and Citizens) (Fang, 2002).

SIMPULAN DAN SARAN
Hasil penelitian yaitu kematangan layanan e-government Pemkot Surabaya telah mencapai tingkat tertinggi sesuai PeGI (Pengukuran electronic Government Indonesia) sebagai alat komunikasi antara G2G, G2C, G2B. Selain itu, kesiapan egovernment Surabaya dalam pelayanan komunikasi telah tercapai.
[bookmark: _GoBack]Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, berikut saran yang dapat menjadi pertimbangan yaitu perlu adanya kesiapan pemerintah dalam menyambut teknologi, perlu adanya sosialisasi kepada pegawai, pelaku bisnis dan masyarakat tentang komunikasi layanan masyarakat (G2C), pelaku bisnis (G2B), dan pemerintah (G2G), diperlukan pula sarana dan prasarana yang memadai.
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